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BUPATI BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMCR 6 -TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN
DI WILAY AH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

: 2. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan
norma agama dan kesusilaan, dapat menimbulkan penyakit. merusak

kesehatan bagi yang bersangkutan dan .keluarganya sehingga dapat

menggoyahkan kehidupan keluarga serta berdampak negatif” terhadap
sendi-sendi kehidupan' masyarakat;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat I Batang Nomor 8
Tahun 1986 teniang Pemberantasan Tuna Susila di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat - 11 Batang sudah tidak scsuai Jengan  kebutuhan
masyarakat, sehingga perlu diganti;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d'maksud dalam hurut” a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan
Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang;

:@ Undang-Undan Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacrah

Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undantl-bndanU

Hukum Acara Pidana ( L.embarar Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan pembaraﬂ Negara Republik Indonasia Nomor
3209),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peruturan

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

Nomor 53, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

4, Undang-Undang Nomo. 32 Tahun 2004 tentang Peimerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); '
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

. 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720); : ' ‘

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ka2sejahteraan Sosial

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentany Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembara: Negara Republik

Indonesia Tahur. 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258 ), sebagzimana telah diubih dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahur 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintdh Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksa man Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana { Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5145 ); N S

8. Peraturcn Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II:Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat II -Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat 1I Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198§ Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3381);

9. Peraturan Presiden ~ Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengcsahan,
Pengundangan dan Penyeta:luasan, Peraturan Perundang-undangan.

10. Peraturaa Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipi! ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1 ); :

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten -

Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1), '

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILLAN RAKYAT DAERAH .
KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

[

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN
DI WILAYAH KABUPATEN BATANG

BAB [
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1 . i
~Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : ' )
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Batang,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang. ,

3/ Pelacuran adalah perbuatan / kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau
waria / banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan

perbuatan / kegiatan yang mengarah pata hubungan seksual di luar perkawinan yang sah

‘dilzkukan di hotel / penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat

lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan / atau jasa

lainnya. '

Pelacur adalah seseorang atau seke'ompok orang baik pria, wanita, atau waria / bani, yang

menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan / kegiatan
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cabul atap hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan
seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel / penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi

pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa
uang, barang dan/atau jasa lainnya. :

5. Mucikari adalah seseorang yang menyelenggarakan usaha pelélc'uran..

6. makelar cabul adalah seseorang yang bertindak scbagai perantara schingga terjadi pelacuran
dengan harapan memperoleh imbalan baik berupa uang, harang atau jasa lainnya. .

7. Tamu cabul adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci yang
mengunjungi tempat/rumah pelacuran dengan maksud melakukan pelacuran.

8.

Tempat/rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang berada di daerah vang berdasarkan
indikasi dan/atau bukti permulaan patut diduga dipergunakar. intuk kegiatan pelacuran,

9. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan ysng tidak senonoh atau perbuatan yang melanygar
kesusilaan, termasuk persetubuhan/hubungan seks. '

10. Hubungan seksual adalah hubungan kelamin {biologis) antara dua jenis kelamin vany berbeda atau
antara dua jenis kelamin yang sama. C

11. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsicnalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan
seseorang mampu melaksanakan fungsi sosiainya secara wajar dalam kehidupar. masyarakat.

12. Penyidikan tindak pidana adalah seiangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipii yang selanjutnya disebut Penyidik untuk nencari serta mengumpulkan bukti vang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

. 13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil

" tertentu yang diberi wewenang can kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

peraturan daerah. ‘ '

BAB I
TUJUAN

. Pasal 2 A |
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum, dengan melakukan pemberantasan pelacuran di wilayah daerat.

. BAB 11l .
PELARANGAN .

Pasal 3 : |
Setiap nrang di wilayah Jacrah sccara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang membujuk / merayu,
.mempengaruhi, memikat, mengajak, dan / atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda.
dan / atau perbuatan lainnya yang mengakibatkan perbuatar pelacuran,

, Pasal 4 ? .
(1) Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang mendirikan dan /-
atau mengusatiakan atau menyediakan tempat dan / atau orang untuk melakukai pelacuran.
(2) Setiap orang di wilayah daerah sccara sendiri-sendiri atau bersama-samna dilarang untuk
melakukan perbuatan pelacuran. _
(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada dyat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi tempat-tempat
hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di wilayah daerah.

Pasal §
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai mucikari di wilayah daerah.
(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang iain untuk melakukan pelacuran.
(3) Setiap orang dilarang menjadi makelar cabul.

. Pasal 6
Setiap orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang melakukan perbuatan cabul dengan

siapapun yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yvang
kelihatan oleh umum. :



b .
“WT Y310 UBNNYEIp U1 yeioep ueinyersd ueeuesyejod depeyisy uesemeSuad uép uerepusBusg ([)
Tl [eseq -
' . . ‘ueinoegod
YBNMNERW ymun uenfny wAundwst epn uep dminyip/edasip yepns Jued ueinogad Yewrny

- 7 1edway eped de iunyBuad 1e8eqos/[e83un redwaneq Suek Sueso uegusp ueleqelayey eBlenjey ‘¢

UEp ‘seulp uesrun; ueBunuaday Amun neye jwsss seurp seSny usBUBSyR[0g B

- uefunuaday ynun utejas uenfnypnsyew 1edundwow Suek Sunfunusd/nwe; BWURUSW Surlrjip

"nednq ysjo drnipy|pSasip yepns Suek ueinoejed yewni/edws) luny8uad neje/uep Jiiwad ‘eyesnBuog
B I'l [eseq

) : o : ‘Iednq uesnyesad ueSuap mnierp
(1) 1eke eped PNSYeWIP euewiegeqas evizes uezuesye[ad vieo Bl8) 1RUGSUSW Infue] yige| usnuazey (z)
- oo "yesoep yedepim 1p ure| redwai~jedwa; nejs
uejel uoiol-Suosol 1p nee uefel Inpns-inpns 1p ‘uBuojuo; 1edway Sunps3 ‘ueinqy jedwo; “doy; .
Suruem-Suruem ‘ueejuoy ; ynpnpusd yewru ‘ewesse ‘pioy ‘uswso| ‘uedewiBuad yewra 1p .
‘elesim Jeduro) ‘uesuzdej-ueguede 1p ‘wnwa ueef-uee( 1p ueyeurziad ueinyeow Sues Suesin p
' ‘ UBp ‘wawn yajo uereyyjey Suek jeduwa;
-1edway 1p nee wnuwin jedwsy Ip ute[ Sueso uefuop |nqes uelenqsad uB}nye[aWw 1nqasiay Juuio
eanpip imed effuiyos 1eny Suek isexipur ueNynfunusw eAunyejued noge dexis Suek Sueig o
"yesoep yede|im 1p ure| jedura)- jedia; neje uepef Suosol-guooj
'P nee uejel npns-1npns 1p ‘ueuojuoy teduiay Sunpag ‘neinqyy yedwsay “doy Suruem-Suruem
‘ueenuoy ; ynpnpusd yewru ‘eureise P10y ‘uswso] ‘uedeuiFusd Jewmn 1p ‘ejesim jedwa
‘ueguede|-ueSuede] 1p ‘wnwn uejel-uejel 1p epesaq Suk “noejod 1efeqas inqesisy Sueso
e3npip ynied e3Fupos 120y Jued iseyipui uexynfunustu vAunyeuad neje dexis Suek Sueig q
‘ueinoejad tedwo) reSeqas UBNBUNGI) 1nqas193 yewry / jedwsy B3npip
med e:38u1yas 1eny Suel nynq nele i1sexipul reAundwow neje uexeun3dip Suek yewny ; jedwo AR
‘ . - depeyss) eizes e njejow Sueusmiaq yeloep ueinjelod
ueyedauad Suepiq 'p sedm treAundwow Sue yede( iej3uriog elisy uemeg eredsy neje pedng ¢))
Ol [eseq

~

‘rednq uenesad ueguz p Infue| yiqay amerp 4(z)

1ee uep (1) 1ce epec pns.\(vmgp BURWIETRqeS Jedwal-jedws) uepSakuad uep uedmnuad eres vjey (£)

. : ‘(1) 1e£e eped
PUSYRWIp euewIefnqss ueinoejad uelenqod ueynyejsw pnsyeta ueZusp nwe) Bwisusw ynun 13e;
ueNeungip ueye yepn ni jedwa) emyeq eAue|ciaBuad / yijiwad Hep ueulwe( epe wnjaq Suefuedss

lleqway eynaip Suesepp ‘(1) e eped pnsyewnp eurwiiedeqss dmnup Sued wdwa;-wdwal‘,.f(g)\’

: ‘uesnogped ™
redway 1efeqos ueyeunSip inqasial jedus e3npip 1njed 238u1yes jenyy Buek g nege 1seyipun
tedundwow neje uexeungip Sued jedwoj-redwsa; [9824uaws uep dmnusw Bueuomiaq nedng (1)

6 leseg

NV IV ANINAd
Al gV

euBWIEdRqas vewn / jedwey eped deja) wnySuad 1e8eqas / [wG3uy dwopsq Juek urio ue3uap
ueieqessNay ; edienjoy uedunuadey e undwsw Buepos Burd Bueio Yodwojoyss neje Bueiy o

‘ uep 'sedn} jeans ueGuop uejinqip Buek seurp uesrun
/uedunuaday ymun nzje LIS seulp seSn) uesuerelusw Fuepss Fuek Buelo Yodwojayss neje Bueip

\ : . “yes SueL
uernpnpuaday epue; n:..q Uesusr ueyinyi; Suek L Teseq weyep pnssewrp BUBIUIESRqas Yewry
/ vedway 1p deisy unyJuad 1efeqas / dejoy [e83un yedwapaq Ruek Jueio Jodwojayes

* yelepe / jeseq ymun ueyijenoayiy

uenotjad ueynyejpw ymun uevn[m reAundusow yepn Suek ‘L [eseqd wejep pnsyewip

R [7eeq

‘ueInoejad jedwa regeqas uejeungIp jnqgesray
yewnd ; redwan eSnpip jmed e33uyas jeny Suek Binq nele isexipur refundwow nele ueyeungip
Suek yewn ; jedws) 13uelepuaw Bueseip ‘ewes-ewessaq undneje HIPUS-LIIpUaS BIeoas Juelo denag

L [esed

nee Juesg v

m



4)

- (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
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(1)

Susunan keanggotaan, kedudukan, tugas, dan kewenangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

"~ BABV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13
Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada petugas atau pejabat yang. berwenang, apabila
mengetahui secara langsung atau menduga kuat ada tempat di wilayah daerah yang digunakan
untuk pelacuran. o
Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menindaklanjuti laporan yang ditejimanya,
Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan verlindungan kepada
pelapor. _
Bentuk dan tata vara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYIDIKAN

' Pasal 14 ~
PPNS. Daerah di lingkungan pemerintah dacrah diberi tugas khusus untuk melakukan penvidikan’
alas peianggaran peraturan daerah ini. , :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS dasrah berada dibawah
koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. '

PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. meneriina laporan atau nengaduan dari scscorang  mengenai adanya tindak pidana atas
pelanggaran Peraturan daerah ini; . )

melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal difi tersangka;

melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang; o

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa scbagai tersangka atau salsi:

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan permenksaan perkara,
mengadakan penghentian penyidikan; dan

. mengadakan tindakan lain menurut huhum yang berlaku, . .
PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-dalam melakukan’ tugasnya wajib menjunjuing
tinggi hukum yang berlaku, :

TR Mo 00 o

—

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

. : ‘Pasal 15
Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal
4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal S ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3) diancam pid-na kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling rendah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paling tinggi
Rp: 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ); ‘
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Setiap orang yang melakukan pclanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapar
dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. :

BAB VI
REHABILITASI SOSIAL

: Pasal 16 .
Pemerintah daerah melakukan puncegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan

- terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur.

- Q)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi
sosial , ' ' ' ‘ '
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a. b!mbingan, pendidikan, pelatihan dan ketrampila

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :

n teknis;

b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniali dan Jjasmaniah.

Pasal 17

Pasal 18

Pemerintah  daerah menyediakan  anggaran untuk menam

. penanggulangan pelacuran serta pembinaan dan rehabil

apangan, pembinaan dan rehabilitasi sosjal sebagaimana
dlmgksud dalam Pasal 16, dilaksanakan secara terpadu di bawah koord

inasi bupati atau satuan

pung kegiatan pencegahan dan
tasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

U Pada saat mulaj berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
' Batang Nomor 8.Tahun 1986 tentang Pemberantasan Tuna Susila di wilayah Kabupaten Dacrab

Tingkat II Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Daera
C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 20
Hal-hal yang belura diatur dalam peraturan daerah ini se
lebih lanjut dengan peraturan bupati.

- Pasal 21
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

h Tingkat IT Batang Nomor 1 Tahun 1986 Seri

‘ {
panjar.g mengenai teknis pelaksanaanya, diatur

gkan.

pengurdangan peraturan daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bataqg.

Diundangkan di Batang

PETRmAL22 Juni 2011
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